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Strategi Pendidikan Karakter Dalam Sektor Pendidikan Formal: 
Telaah Berdasarkan Pandangan Ki Hadjar Dewantara
Bartolomeus Samho
Abstrak: Berbasiskan perikemanusiaan, pendidikan memiliki tujuan memerdekakan 
manusia dari kelemahan lahiriah dan batiniahnya, baik sebagai makhluk individual 
maupun sosial. Dalam perspektif itu, praksis pendidikan mesti menumbuhkan 
minat belajar para peserta didik agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan dan 
nilai. Pendidik pun harus menjadi teladan (role model) dalam sikap, perkataan, dan 
perilaku yang bersahaja, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Menelusuri pemikiran 
Ki Hadjar Dewantara, artikel ini ingin menunjukkan bahwa tanpa intensi kepada 
pembentukan karakter positif para peserta didik, proses pendidikan hanya akan 
melahirkan orang pintar, tetapi belum tentu menjadi pribadi yang berkarakter 
dalam keutamaan-keutamaan moral. 
Kata Kunci: Ki Hadjar Dewantara, pendidikan, nilai, karakter, budi pekerti, 
keteladanan.
Abstracts: Philosophically, education has its goal to liberate man from his outer and 
inner weaknesses, both as individual and social beings. In that perspective, educational 
praxis should cultivate learners’ learning interests to grow in knowledge and value. The 
educator must also be a role model in attitude, words, and behavior. Tracing out the 
thought of Ki Hadjar Dewantara, this article wants to show that without the intention 
to form the positive character of the learners, the educational process will only give birth 
to smart people, but not necessarily a good person who lives in moral virtues.
KEYWORDS: Education, examplar, good character, Ki Hadjar Dewantara, moral values.
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1. PENDAHULUAN
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara telah mene-
rawang ke depan mengenai hal yang fundamental untuk bangsa Indonesia, 
yang semasa hidupnya masih disebut golongan inlander (bumi putra), yakni 
pendidikan. Fakta dan praksis pendidikan ala penjajah yang diskriminatif, 
dominan kognitif, dan meminggirkan rasa kemanusiaan adalah titik berangkat 
bagi refleksi mendalam Ki Hadjar Dewantara tentang model pendidikan 
yang cocok untuk Indonesia. Ia mencita-citakan terwujudnya suatu pro ses 
pendidikan untuk generasi muda Indonesia yang selain berintikan perike-
manusiaan dan merangkul semua golongan, juga menampilkan kekhasan 
nilai-nilai kultural bangsa Indonesia. Setelah upaya perjuangan yang panjang 
dan berliku, cita-citanya itu terwujud pada tanggal 3 Juli 1922, yakni 
berdirinya Perguruan Taman Siswa. Visi dan konsepsi Ki Hadjar Dewantara 
tentang pendidikan yang berintikan perikemanusiaan, bercorak kebangsaan 
Indonesia, tanpa diskriminasi, dan merangkul semua golongan adalah langkah 
awal yang tergolong berani dan beresiko pada masanya sebab penjajah pasti 
mencurigainya sebagai strategi perlawanan dan pemberontakan terselubung. 
Meskipun tidak mudah dan banyak tantangan dari pihak penjajah, Ki Hadjar 
Dewantara tidak gentar. Sejarah mengisahkan bahwa ia berkali-kali berurusan 
dengan hukum dan dihukum sebagai konsekuensi dari perjuangannya 
dalam ranah pendidikan, politik, dan jurnalistik. Meskipun demikian, Ki 
Hadjar Dewantara tetap tegar berjuang melalui jalur pendidikan. Baginya, 
pendidikan adalah ujung tombak perjuangan yang dapat mencakup dimensi 
politik dan jurnalistik.
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Dalam Perguruan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara memberikan 
tekanan pemerdekaan manusia. Strategi implementasinya selain pengajaran 
yang menekankan aspek-aspek pengetahuan kognitif, juga aktivitas 
penyadaran tentang hak-hak asasi manusia sebagai makhluk individual 
dan sosial. Oleh karena itu, keteladanan, pembiasaan, dan juga sanksi 
yang bercorak menyadarkan para peserta didik akan pentingnya nilai-nilai 
kehidupan dipandang Ki Hadjar Dewantara sebagai cara edukasi yang 
penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dalam proses mencapai 
tujuan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara yakin bahwa tujuan pendidikan 
akan tercapai bila prosesnya berintikan penyadaran, pemberdayaan, dan 
pemerdekaan manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Artinya, 
manusia sebagai individu dijadikan subjek, sementara ling kungan sosial 
mendukungnya untuk bertumbuh, berkembang dan terus belajar dalam 
membangun hidup yang bermakna dan bernilai. Barangkali itulah yang 
dimaksudkan oleh John Dewey bahwa, tujuan pendidikan itu ada dalam 
proses pendidikan itu sendiri.1 Artinya, memampukan para peserta didik yang 
terlibat dalam prosesnya untuk terus-menerus melanjutkan pendidikannya, 
terus belajar dan berkembang sebagai makhluk individual dan sosial. 
Dalam konteks itu, tujuan pendidikan tidak terlepas dari dinamika hidup 
bermasyarakat. Pendidikan adalah upaya mempersiapkan para peserta 
didik untuk mampu hidup bermasyarakat secara bermakna, bernilai, dan 
menyadari tanggungjawab dan kewajiban sosialnya. Dengan kata lain, agar 
mereka mengalami kemerdekaan dalam arti seluas-luasnya, merdeka dari 
segala bentuk penjajahan, pembodohan, dan kemerosotan moralitas. Itulah 
modal utama untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.
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Ki Hadjar Dewantara yakin, bila generasi muda Indonesia berbudi 
pekerti luhur atau berkarakter baik maka mereka akan mampu mengisi 
kemerdekaan dengan pembangunan dalam arti seluas-luasnya. Citra pribadi 
demikian tidak egoistis dan diskriminatif. Pribadi yang berbudi pekerti 
luhur itu mampu merajut relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan 
lingkungan hidupnya. Ki Hadjar Dewantara bercita-cita tentang bangsa 
Indonesia yang bebas dari tekanan dehumanistik yang merendahkan atau 
mengorbankan martabat kemanusiaan. Fenomena maraknya hoax, kekerasan, 
korupsi, dan eksploitasi lingkungan hidup adalah beberapa tanda-tanda 
situasi dehumanistik yang membelenggu kemanusiaan di Indonesia.
Dewasa ini media sosial, selain membantu, dapat juga menjadi 
sumber persoalan moral. Belakangan ini kita dihebohkan oleh maraknya 
hoax (berita bohong) yang disebarkan melalui media sosial. Betul bahwa 
setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, seperti dijamin dalam 
UUD 1945 pasal 28E (3), termasuk melalui media sosial. Namun, hak yang 
dimaksudkan adalah hak untuk memberikan informasi yang benar sehingga 
mengembangkan pribadi dan menciptakan keharmonisan sosial.2Hoax jelas 
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral sebab menolak kejujuran 
dan menentang kebenaran yang menjadi dasar pengembangan pribadi dan 
lingkungan sosial. Para pencipta hoax, apa pun tujuannya, jelas melanggar 
kaidah moral. Mereka menyebarkan isu-isu negatif dan hasutan-hasutan 
yang sarat dengan kebencian terhadap pihak tertentu. Bila kita perhatikan, 
sumber dan topik hoax yang dominan akhir-akhir ini adalah menyangkut isu 
politik.3 Fenomena hoax selama menjelang Pemilukada serentak mengangkat 
isu politik sektarian berbaju agama dan suku sebagai pelurunya. Hoax adalah 
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senjata politik yang memuntahkan peluru kebencian atas nama agama 
dan suku. Hoax jelas berbahaya sebab menyesatkan opini masyarakat. Bila 
diibaratkan dengan tubuh manusia yang memerlukan asupan gizi dari 
makanan yang sehat agar dapat bertumbuh normal, sehat, dan kuat, hoax 
dapat diibaratkan dengan sumber asupan “gizi pemikiran” yang tidak sehat 
sebab menularkan virus kebencian. Hoax sungguh berbahaya bagi setiap 
orang yang menyerapnya dan membahayakan sebab berpotensi menimbulkan 
keresahan sosial, serta menyesatkan cara berpikir terhadap pihak lain.
Fenomena hoax yang dahsyat dalam ranah politik baru-baru ini, 
baik secara konvensial maupun secara canggih melalui media sosial, berhasil 
mem produksi konten-konten negatif yang jumlahnya begitu fantastis. 
Banyak pihak dilibatkan dalam proses. Produser, pendukung, pengikut, 
dan simpatisan tercakup sebagai mesin politik hoax. Tujuan mereka, entah 
disadari ataupun sekadar ikut-ikutan, sesungguhnya sama intensi dan 
akibatnya, yakni menyebarkan hoax dan menciptakan kegundahan pikiran 
dan perasaan, membangun prasangka-prasangka sehingga interaksi sosial 
serba hati-hati, kisruh dan berbalut kecurigaan. Fenomena demikian sungguh 
tampak dalam lapangan pertarungan politik menjelang Pemilukada serentak, 
khususnya di DKI Jakarta. Hoax memang tidak mesti terkait dengan dimensi 
politik saja. Hoax juga mewarnai dunia bisnis dan urusan antar-pribadi 
dalam masyarakat. Tapi tujuan implisit dan eksplisit hoax pada dasarnya 
senada, yakni berdimensi kurban. Hoax diciptakan oleh penciptanya untuk 
menjatuhkan lawan, memojokan pihak lain, bahkan untuk “membunuh 
karakternya”. Dalam hoax tidak ada kebaikan hati, keadilan, kejujuran. Yang 
ada adalah fakta kebohongan yang disebarkan demi tujuan-tujuan yang 
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mengorbankan sasarannya. Fenomena hoax yang marak terjadi di Indonesia, 
juga di negara lain, dapat dikesankan sebagai isyarat absennya kesadaran 
akan pentingnya kejujuran. Tanpa kejujuran, sulit kita membayangkan akan 
menjadi pribadi macam apa seseorang dalam kehidupan sosialnya.4 Hoax 
tidak dapat dibenarkan sebab tujuannya memang tidak benar, yakni menipu, 
menyesatkan dan memprovokasi orang agar pihak lain melakukan hal-hal 
yang memicu kerusuhan atau kekisruhan sosial dan mengorbankan hak-hak 
orang lain untuk memperoleh dan menemukan kebenaran.
Fenomena lainnya, masalah lama yang selalu baru dan aktual di 
Indonesia, yang menunjukkan rendahnya kesadaran moral adalah maraknya 
kasus kekerasan. Kasus perampokan sadis di perumahan Pulomas Utara, 
Nomor 7A, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada  26 Desember 
2016 lalu adalah contoh nyata kekerasan yang mengorbankan nyawa 
manusia. Tindakan kekerasan, entah fisik maupun mental, yang muncul 
dalam berbagai macam ‘wajah’ yang garang, mengerikan, mencemaskan, 
memilukan, dan memalukan di Indonesia sesungguhnya dalam batasan 
tertentu mencerminkan kegagalan bangsa Indonesia dalam ranah pendidikan 
karakter di sektor pendidikan formal. Misalnya, kekerasan seksual,5 kekerasan 
dalam rumah tangga,6 tawuran antarpelajar, penganiayaan guru terhadap 
muridnya, majikan terhadap asisten rumah tangganya, konflik sosial-
horisontal berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.7 Negeri Pancasila 
ini masih rentan terhadap tindak kekerasan yang memalukan, memilukan, 
dan memuakkan perasaan.
Persoalan moral lainnya yang tidak kalah serius adalah korupsi yang 
terjadi secara sistemik. Banyak pejabat teras negeri Pancasila ini yang terlibat 
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dan terjerat kasus korupsi. Korupsi adalah istilah lain untuk “pencurian”, 
suatu tindakan kriminal sebab merampas hak orang lain, merugikan negara 
dan rakyat banyak. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), 
total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 
mencapai Rp. 31,077 triliun. Rinciannya adalah sebagai berikut: korupsi 
terkait modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 
134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar, modus 
penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar 
Rp. 412,4 miliar, modus “mark up” sebanyak 104 kasus dengan kerugian Rp. 
455 miliar, modus penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan 
kerugian Rp. 991,8 miliar.8
Persoalan lainnya adalah eksploitasi alam oleh kaum bermodal yang 
begitu mudahnya mengantongi ijin dari pemangku kekuasaan. Mudahnya 
pihak bermodal mengantongi ijin alih fungsi hutan, yang tanpa disertai dengan 
kajian lingkungan terlebih dahulu berpotensi menimbulkan persoalan sosial 
dan ekologisnya. Pemberian izin alih fungsi hutan sebesar 30 juta hektar per 
juni 2012, misalnya merupakan salah satu akar persoalannya. Kebijakan itu 
mempermudah ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang, antara lain, 
di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.9 Kecuali 
itu, akhir-akhir ini sering terjadi konflik horizontal akibat perebutan lahan 
perkebunan. Persoalan-persoalan moral tersebut sulit diatasi, bukan hanya 
karena bersifat struktural tapi juga karena menuntut kesadaran semua 
pihak agar berpartisipasi aktif untuk mengatasinya berupa kesadaran akan 
pentingnya menjaga kelestarian alam. Alih fungsi hutan untuk perkebunan 
kelapa sawit jauh lebih dahsyat merusak lingkungan hidup ketimbang pola 
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ladang berpindah-pindah yang secara tradisional dilakukan oleh suku-suku 
pedalaman di Indonesia.
Persoalan-persoalan moral di atas mengingatkan kita bersama 
bahwa lingkungan kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kita patut bertanya, 
mengapa bangsa Indonesia yang telah merdeka untuk sekian lama tapi masih 
begitu rentan terhadap persoalan-persoalan moral? Mungkinkah fenomena-
fenomena di atas terkait secara langsung atau tidak langsung dengan lembaga 
pendidikan? 
2. POTRET LEMBAGA PENDIDIKAN MASA KINI
Persoalan-persoalan moral di atas, bagaimanapun pembelaan terhadap-
nya, adalah cermin kegagalan lembaga pendidikan dalam membentuk 
karakter para peserta didiknya. Sesungguhnya kita patut curiga bahwa akar 
dari persoalan-persoalan moral itu tertancap dalam praksis pendidikan 
formal. Artinya, kekeliruan kiblat pendidikan formal dan praksisnya yang 
cenderung melupakan akar historisnya bisa jadi menjadi akar persoalan 
moral. 
Bila pada masa penjajahan lembaga pendidikan sarat dengan tindakan 
diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan golongan sehingga ditentang dan 
dilawan oleh Ki Hadjar Dewantara, persoalan yang serupa juga tetap ada di 
alam kemerdekaan dewasa ini. Demikian pun dengan fenomena lembaga 
pendidikan yang bercorak kapitalistik juga tetap ada. Pendeknya, praktik-
praktik yang diskriminatif, korup dan bercorak kapitalistik dalam praksis 
pendidikan masih tetap ada. Sebetulnya, konsep pendidikan Ki Hadjar 
Dewantara tetap relevan untuk menepis dan menangkal kecenderungan 
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yang demikian. Persoalannya adalah, gelagat pendidikan di Indonesia dewasa 
ini menunjukkan fenomena melupakan akar historisnya. 
Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, konsep pendidikan yang 
diwujudkan Ki Hadjar Dewantara di Perguruan Taman Siswa sangat 
diminati, didukung, dan dihormati oleh sebagian besar pemimpin dan 
masyarakat Indonesia. Kini fenomena yang menonjol agaknya justru 
yang sebaliknya. Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yang semula 
didukung oleh segenap masyarakat Indonesia dan berkembang luas di 
pulau Jawa dan beberapa daerah di luar pulau Jawa, kini terpinggirkan atau 
bahkan sebagian besarnya dilupakan. Yang tampak tersisa dan seolah-olah 
dihayati dan dipraktikkan dalam praksis pendidikan Indonesia hanyalah 
semboyan Tut Wuri Handayani saja. Dunia Pendidikan kita rupanya juga 
mengkorup konsep pendidikan Sang Maestro. Faktanya asas-asas, metode, 
dan semboyan pendidikan Bapak Pendidikan Nasional bangsa Indonesia 
sebagiannya ditinggalkan. Kini praksis pendidikan di Indonesia mirip-mirip 
dengan pendidikan pada masa penjajahan, yakni terjebak dalam perkara 
teknis-adminsitratif. Akibatnya, praksisnya condong mengejar manfaat 
praktis, menekankan penguasaan keterampilan teknis, bercorak mekanistik 
dan birokratik juga.
Arus globalisasi modern memberi warna dominan bagi praksis 
pendidikan Indonesia. Bahkan dapat dikesankan bahwa globalisasi ekonomi 
dan spirit kapitalisme yang menyusupi dan menghidupinya, secara diam-
diam berhasil menyusup ke sistem pendidikan dan mengendalikan arah 
kiblat lembaga pendidikan. Akibatnya, kiblat lembaga pendidikan Indonesia 
dewasa ini pada umumnya bergeser arahnya: dari visi kemanusiaan utuh ke 
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visi kapitalistik.Yang dikejar sebagai tujuan utama dalam prosesnya bukan 
pemerdekaan manusia melalui pengajaran ilmu dan penyadaran akan nilai-
nilai moral, tapi perolehan keuntungan finansial. Akbiatnya, demi mengejar 
manfaat praktis dan pragmatis, lembaga pendidikan dikelola bagaikan 
lapangan bisnis atau balai pelatihan“pertukangan”demi tujuan yang bukan 
esensinya, yakni membentuk keterampilan bekerja, yang dalam prosesnya 
cenderung mengabaikan nilai-nilai moral.10 Ilmu pengetahuan pun dijadikan 
komoditas dan dibisniskan. Sistem transaksional lantas dipandang sebagai 
hal yang lazim terjadi. Kini cukup banyak lembaga pendidikan yang terjerat 
oleh spirit kapitalistik sehingga pengelolaannya berpedoman pada hukum 
pasar. Tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dan pengumpulan 
modal untuk mencari penghidupan. Padahal, pendidikan bukan hanya untuk 
mencari penghidupan, tetapi jauh lebih penting adalah untuk kehidupan 
yang bermoral, yakni: membangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri 
sendiri, relasi dengan sesama, dan peduli pada kelestarian alam. 
Proses pendidikan yang mementingkan manfaat praktis dan keteram-
pilan teknis memang berpotensi membentuk para peserta didiknya menjadi 
pribadi-pribadi yang pintar, cerdas, dan terampil dalam bidangnya, tapi 
acapkali bermasalah dalam urusan moralitas. Minimnya sentuhan pada 
aspek nurani dan kedalaman rasa kemanusiaan menjadi akar persoalan 
selanjutnya. Para peserta didik bertumbuh menjadi pribadi yang kurang peka 
pada persoalan-persoalan eksistensial dan sosial. Mereka memang cerdas dan 
terampil bekerja untuk kehidupannya, tapi tidak jarang justru individualis. Ia 
teancam mengalami disorientasi sebab bekerja tanpa ruh dan visi kemanusiaan 
ideal.11Akibat lebih lanjut adalah maraknya fenomena kemerosotan moral: 
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hoax, korupsi, kekerasan terhadap sesama, dan eksploitasi lingkungan hidup. 
Celakanya lembaga pendidikan yang mestinya menjadi kekuatan 
untuk mencegah kemerosotan moral terkesan terjebak dalam lingkarannya. 
Kini lembaga pendidikan yang bercorak kapitalistik dan mengabaikan visi 
kemanusiaan utuh itu semakin menjamur. Pemerintah terkesan lamban 
dan bahkan membiarkannya bergulir terus. Faktanya, kebijakan-kebijakan 
pemerintah justru menggiring kiblat lembaga pendidikan ke arah itu. 
Demi itu pula, pemaksaan pada lembaga pendidikan pun tak terhindarkan 
melalui kurikulum dan berbagai kebijakan,12 yang sebetulnya jauh dari 
esensi pendidikan. Dampak pemaksaan itu adalah proses pendidikan yang 
mengorbankan banyak hal dan banyak pihak. Prosesnya menjadi dangkal 
dan menekankan salah satu aspek saja, misalnya kognitif. Sementara pihak 
yang menjadi korban bukan hanya para peserta didik, tapi juga para pendidik 
dan tenaga kependidikan.
Perspektif yang keliru terhadap pendidikan jelas berpotensi meming-
girkan nilai-nilai moral yang tercakup dalam suatu bidang studi. Tekanan 
pada pembentukan kognitif atau aspek intelektual yang dominan membuat 
para peserta didik belajar bukan lagi demi hidup yang bermoral, tapi demi 
persaingan dalam ujian, demi menyingkirkan dan mengalahkan pihak yang 
menjadi lawan, demi perolehan prestasi berdasarkan angka atau huruf di atas 
kertas. Demi itu pula, mereka acapkali berprinsip “bisa sama dengan boleh”, 
sehingga menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan seperti menyontek, 
suap-menyuap, transaksi kunci jawaban atau seperti yang dulu pernah terjadi 
adalah pembocoran kunci jawaban dalam ujian nasional. Di sini jelas sikap 
kepribadian bermoral tidak tampak sebab meniadakan kejujuran.13 Padahal 
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kita tahu bahwa tanpa kejujuran, nilai keutamaan-keutamaan moral lainnya 
sulit dipahami secara jelas. Kita patut merasa sedih dan kecewa bila fenomena 
demikian terus-menerus mendera keluhuran dunia pendidikan kita sebab akan 
melahirkan generasi-generasi yang individualis, egois, hedonis, pragmatis, 
yang kemudian dapat bermuara pada aksi-aksi destruktif dan dehumanistik. 
Pemerintah dan masyarakat memikul rtanggung jawab yang setara untuk 
me ngem balikan pendidikan kepada arahnya yang benar sesuai dengan 
visinya, yakni sebagai proses pembentukan manusia yang utuh. Sementara 
misinya adalah upaya pengajaran dan penyadaran nilai-nilai moral kepada 
para peserta didik agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka 
dan berperikemanusiaan. Dalam konteks itu, alternatif yang menjanjikan 
untuk kiblat pendidikan dalam praksis adalah pendidikan karakter yang 
dimaksudkan untuk membangun kemanusiaan utuh: intelektual, emosional, 
spiritual, sosial, moral, dan religiusitas. Dalam konteks pendidikan karakter 
di Indonesia, konsep Ki Hadjar Dewantara selalu relevan dijadikan strategi 
implementasinya.
3. STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER KI HADJAR DE-
WANTARA
Ki Hadjar Dewantara mengedepankan sistem pendidikan “orde en 
vrede” (tertib dan damai, tata-tentrem)14dalam sekolah yang didirikannya 
sebagai tanggapan kritisnya terhadap sistem pendidikan penjajah Belanda 
yang mengedepankan sistem regering, tucht, en orde (perintah, hukuman, 
dan keteraturan yang dipaksakan). Apakah yang memungkinkan suasana 
kehidupan itu tertib dan damai? Dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara, 
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suasana demikian hanya mungkin terciptakan manakala visi, misi, dan 
orientasi (tujuan) pendidikan tidak terjebak dalam kepentingan terselubung 
yang mencederai keluhuran martabat manusia, tetapi demi pertumbuhan 
dan perkembangan karakter positif manusia.
Dalam kerangka visi, misi, dan tujuan pendidikan yang dimaksudkan 
untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi berbudi pekerti luhur atau 
berkarakter positif, Ki Hadjar Dewantara memaknai pendidikan sekaligus 
sebagai pengajaran: pendidikan adalah urusan “mendidik dan sekaligus 
mengajar”. Bagian dari pendidikan, kata Ki Hadjar Dewantara, adalah 
pengajaran ilmu yang di dalamnya tercakup secara padu dengan aktivitas 
pendidikan, yakni penyadaran akan nilai-nilai moral melalui tindakan nyata.
Menurut Ki Hadjar Dewantara, pengajaran adalah upaya memberi 
ilmu atau pengetahuan, pengertian, kecakapan atau latihan kepandaian 
teknis kepada anak-anak yang berguna untuk mencari nafkah. Pengajaran 
sungguh berguna untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
teknis. Dalam konteks itu, pengajaran tampak terkait erat dengan upaya 
“olah pikiran” (mendidik kognisi) supaya cerdas, pintar, dan termasuk juga 
“olah raga” (mendidik tubuh) supaya sehat, kuat, dan terampil bekerja 
(memiliki keterampilan). Pengajaran berurusan dengan upaya teoretis 
untuk memnentuk kecerdasan dan kepintaran kognitif supaya para peserta 
didik dapat mengatasi keterbatasan fisiknya dengan strategi-strategi ilmiah 
yang dimilikinya. Pengajaran berpotensi memerdekakan para peserta didik 
dari keterbatasan lahiriahnya. Artinya, membuat peserta didik mampu 
melampaui dan mengatasi keterbatasan fisik-lahirah sehingga ia menjadi 
pintar, cerdas, mempunyai keterampilan teknis dan bisa atau dapat bekerja 
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demi kehidupannya. Sementara itu, pendidikan lebih dimaknai sebagai upaya 
“olah rasa”, “olah hati” yakni: penyadaran akan nilai-nilai moral kepada para 
peserta didik sehingga mereka mengalami kemerdekaan batiniah. Artinya, 
dapat berelasi harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan hidup secara 
beradab.
Proses terpadu antara pendidikan dan pengajaran itu membuat 
para peserta didik memiliki budi (nalar) pekerti (perilaku, tindakan) yang 
mencerminkan perkemanusiaan dalam hidupnya (bermoral). Pendidik 
menyadarkan para peserta didik bahwa, apa yang dapat dia lakukan belumlah 
tentu boleh ia lakukan. Oleh karena itu, dalam pengajaran (olah pikiran, 
olah raga) mestilah terjadi secara serentak pendidikan yang bermakna “olah 
rasa, olah hati”: mengasah nurani, perasaan halus, sopan santun, solidaritas, 
kepeduliaan, kasih sayang, dan kepekaan pada nilai-nilai kehidupan sehingga 
para peserta didik mengalami kemerdekaan aspek batiniah manusia, 
terbebaskan dari kepicikan dan sikap egoistik. Jadi, yang dimaksudkan 
dengan pendidikan itu adalah olah “pikir, olah raga, dan olah rasa, olah hati” 
secara serentak. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan pendidikan 
adalah aktivitas yang meliputi pengajaran dan penyadaran tentang nilai-nilai 
moral melalui pembiasaan dan tindakan yang diarahkan untuk membentuk 
budi pekerti luhur para peserta didik.15
Pendidikan dan pengajaran sama-sama penting dan harus terjadi 
secara terpadu di sekolah. Konsep pendidikan yang memerdekakan diawali 
dengan kesadaran bahwa para peserta didik dapat belajar dan dididik demi 
penghidupan dan sekaligus kehidupan yang bermoral. Kesadaran itu ditanam 
melalui pengajaran mata pelajaran yang disertai dengan penyadaran akan nilai-
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nilai moral yang termuat didalamnya. Para peserta didik belajar matematika, 
bahasa, sains, dan lain-lain mata pelajaran yang penting untuk karier mereka 
dalam menunjang kehidupan lahiriahnya. Tapi pada saat yang sama, nilai-
nilai yang mendewasakan moralitas dan penting untuk kehidupannya mesti 
dipadukan ke dalam semua mata pelajaran. Dalam perspektif Ki Hadjar 
Dewantara, keterpaduan antara pendidikan dan pengajaran itulah yang 
dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur 
atau berkarakter positif sehingga berperikemanusiaan dalam kehidupannya. 
Bagaimanakan strategi pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara?
Dalam kerangka membentuk peserta didik menjadi pribadi yang 
berbudi pekerti luhur atau berkarakter positif, strategi pendidikan Ki Hadjar 
Dewantara mencakup asas-asas, metode, dan semboyan yang mencerminkan 
kekhasan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia dan menempatkan para peserta 
didik sebagai subjek pendidikan. Berikut adalah analisis terhadap asas-asas, 
metode, dan semboyan yang menjadi strategi pendidikannya.
Asas-Asas
Dalam Perguruan Taman Siswa, praksis pendidikan didasarkan atas 
lima asas yang oleh Ki Hadjar Dewantara dinamai Pancadharma (kodrat 
alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan). Kelima 
asas tersebut adalah landasan atau dasar bagi dasar pembentukan karakter 
para peserta didik agar menjadi pribadi yang berperikemanusiaan. 
Pertama, asas kodrat alam atau asas tertib damai. Asas ini menegas kan 
bahwa setiap manusia itu tunduk pada hukum alam dan mesti menjalani 
hidupnya secara selaras dengan alam. Dalam konteks itu, asas ini berdimensi 
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religiusitas dalam arti menyangkut pengakuan, keyakinan, dan kepercayaan 
bahwa, manusia sebagai mikrokosmos adalah bagian dari alam semeseta 
(makrokosmos) yang diciptakan oleh Sang Khalik sebagai Penciptanya. Asas 
ini juga menegaskan pentingnya  setiap manusia berelasi secara tertib-damai 
dengan Tuhan, alam, diri sendiri, dan sesamanya. Kedewasaan dalam konteks 
asas ini tampak dalam sikap beriman, bersyukur, hormat pada Tuhan, hormat 
pada sesama yang seiman ataupun yang berbeda keyakinan religius dan 
menjaga kelestarian alam semesta. Asas kodrat alam ini menggarisbawahi 
bahwa, hidup yang tertib dan damai adalah hidup yang selaras dengan 
kehendak Sang Pencipta dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Dalam 
praksis pendidikan, para peserta didik diarahkan untuk beriman kepada 
Tuhan melalui sikap hormat kepada lingkungan alam. Selain itu, dalam 
rangka membentuk kepribadian setiap peserta didik, proses pendidikan 
mesti menghormati kodrat alamiah para peserta didik. Artinya, pendidikan 
yang benar adalah mengubah yang bisa diubah dalam diri para peserta didik 
dan mengurangi tabiat yang memang sudah menjadi kodratnya. Proses ini 
menuntut pendidik menjadi teladan. Para pendidik menuntunsetiap peserta 
didik agar bertumbuh menurut kodratnya (sifatnya yang asli) dan mengubah 
kecenderungan yang dapat diubah dengan tanpa paksaan dan tekanan. 
Pendidikan membantu mereka berkembang dan dimaksudkan untuk 
mengem bangkan potensi-potensi kodratinya sebagai anugerah istimewa dari 
Tuhan. 
Kedua, asas kemerdekaan. Asas ini menegaskan bahwa manusia sejak 
semula adalah merdeka. Kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan. 
Kemerdekaan yang berasal dari Tuhan itu mesti menjadi intensi utama 
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pendidikan. Artinya, pendidikan dalam praksisnya mesti menyadarkan 
ma nusia bahwa dirinya adalah makhluk yang memiliki kemerdekaan sejak 
lahir di bumi ini. Sebagai demikian, pendidikan juga dimaksudkan untuk 
menjamin kemerdekaan manusia dan memerdekakan manusia dari segala 
belenggu kelemahan dirinya secara lahiriah dan batiniah.Implementasi 
asas ini dalam praksis pendidikan adalah hormat pada kemerdekaan setiap 
orang, menolak perbudakan dan penjajahan, menolak pelecehan dalam 
berbagai bentuknya, menolak semua bentuk kekerasan, menghargai hak-
hak sesama, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, dsb. Dalam 
praksis pendidikan, asas ini dimaknai secara “luas dan luwes”. Luas berarti 
memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada para peserta didik 
untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya seoptimal mungkin. 
Sementara luwes berarti tidak bersifat paksaan, tapi menghormati potensi-
potensi kodrati para peserta didik. Hukuman hanya diberikan kepad para 
peserta didik untuk semakin menyadarkannya bahwa tindakan yang tidak 
normatif akan mengurangi kemerdekaan orang lain dan dirinya sendiri.
Ketiga, asas kebudayaan. Asas ini bersandar pada keyakinan bahwa 
manusia adalah makhluk individual dan sosial yang hanya dapat menjalani 
hidupnya secara bermakna dalam konteks sosial yang berkebudayaan. Oleh 
karena itu, pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya 
demi membantu para peserta didik menjadi pribadi yang berbudaya, beradab 
dalam kehidupannya. Sikap-sikap yang selaras dengan nilai-nilai budaya 
adalah menghargai budaya sendiri, hormat terhadap orang tua atau yang 
dituakan, sopan santun terhadap sesama, ramah-tamah, gemar bergotong 
royong, tenggang rasa, suka mengabdi dan melayani, menolong sesama, 
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peduli pada keadaan sesame dalam suka dan duka, dsb. Asas kebudayaan 
merupakan asas yang mengedepankan pentingnya pendidikan untuk 
memelihara nilai-nilai dan wujud-wujud budaya nasional, baik yang berupa 
bendamaupun yang tidak berupa benda, untuk menyiasati perwujudan 
kondisi hidup bersama yang berbudaya.
Keempat, asas kebangsaan. Melalui asas ini Ki Hadjar Dewantara 
hendak menegaskan bahwa, pendidikan harus membentuk para peserta 
didik menjadi pribadi yang merasa satu dengan bangsanya. Kebhinnekaan di 
Indonesia hanya dapat dirajut secara bermakna dan berkelanjutan manakala 
setiap insan yang berbeda terikat perasaan, kesadaran dan imajinasi kolektif 
yang bekerja secara volunteer membentuk kehendak untuk bersatu menjadi 
bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam asas ini adalah cinta 
tanah air, Bhinneka Tunggal Ika, rela berkorban demi nusa dan bangsa, cinta 
pada negara, menerima dan menghormati perbedaan, menjaga persatuan 
dan persaudaraan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas 
kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, dsb. Asas ini penting untuk 
mencegah kecenderungan separatisme, primordialisme, diskriminasi, dan 
penyeragaman yang menyangkal keragaman dan perbedaan.  
Kelima, asas kemanusiaan. Asas ini sangat mendasar secara horizontal 
dan global sebab berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap manusia itu sama, 
setara, dan bermartabat luhur. Kemanusiaan itu sama saja di mana-mana. 
Meminjam istilah, Mgr. Soegiopranoto,kemanusiaan itu satu. Keyakinan ini 
memuat imperatif kategoris berupa jangan pernah mengorbankan hak-hak 
sesama manusia untuk memperoleh kesenangan sendiri. Asas ini menekankan 
pentingnya hormat pada kemanusiaan orang lain. Praksis pendidikan 
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mengembangkan dalam diri para peserta didik rasa adalah hormat pada diri 
sendiri, hormat terhadap sesama, dan bersahabat dengan bangsa-bangsa di 
dunia. Asas kemanusiaan ini terwujud dalam pembentukan sikap bijksana, 
jujur, mandiri, percaya diri, disiplin, rendah hati, sederhana, tanggungjawab, 
memiliki daya juang, penguasaan diri, dsb. Sementara menyangkut hormat 
pada sesama adalah menghormati hak asasi sesama, berbelas kasih, menjaga 
kebersihan lingkungan hidup bersama, hidup bersama dan dengan orang 
lain secara tertib dan damai, menepati janji, tidak membohongi sesama, 
tidak mengorbankan sesama, dsb. Terkait dengan hubungan dengan bangsa-
bangsa lain, asas ini menegaskan pentingnya menjalin persahabatan dengan 
bangsa-bangsa di dunia, menghormati kedaulatan bangsa-bangsa lain, 
menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, tidak bermusuhan dengan 
bangsa-bangsa lain, dsb.Asas ini menjadi dasar kuat untuk mewujudkan nilai 
“bonum commune” dalam komunitas.
Metode
Asas Pancadharma di atas adalah landasan pendidikan dalam praksis. 
Sementara metode yang digunakan dalam praksis implementasinya adalah 
Momong, Among dan Ngemong. Dalam perspektif itu, pendidikan dimaknai 
sebagai tugas dan kewajiban memberikan pengasuhan (mengasuh) dalam 
kasih dan sayang. Mendidik adalah “mengasuh” anak dalam kerangka nilai-
nilai moral. Mengemong anak dalam perspektif Ki Hadjar Dewantara berarti 
memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong 
akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan berupa hukuman, apabila anak-
anak menyalahgunakan kebebasannya sehingga berpotensi membahayakan 
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keselamatannya.16 Dalam konteks itu, pendidik menjadi teladan dalam 
perkataan dan tindakan. Metode among ini diterapkan melalui enam alat 
pendidikan, yakni: pertama, pemberian contoh. Artinya, para pendidik 
memberikan contoh dan menjadi teladan dalam melakukan nilai-nilai 
kehidupan; kedua, pembiasaan, artinya, para pendidik membiasakan para 
peserta didik secara leluasa berdasarkan rasa percaya kepada para peserta 
didik untuk merancang hidupnya secara selaras dengan nilai-nilai kehidupan 
bersama; ketiga, pengajaran, artinya, para pendidik menyampaikan teori-
teori dan konsep-konsep keilmuan yang penting untuk perkembangan 
kognisi dan keluasan wawasan para peserta didik dan nilai-nilai kehidupan 
(sebagai proses pemberian ilmu atau pengetahuan yang dikaitkan dengan 
nilai-nilai kehidupan); keempat,perintah, paksaan, dan hukuman, artinya 
pendidik akan mengatur sedemikian rupa pola-pola kehidupan yang 
wajib dilakukan oleh para peserta didik untuk membangun kedisiplinan 
mereka dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan. Pada saat yang sama, 
pendidik wajib memberikan sanksi yang tegas dan bersifat mendidik dan 
untuk membangun kesadaran mereka apabila mereka menyalahgunakan 
kebebasan yang diberikan kepadanya sehingga mengancam kebebasan 
dan keselamatannya dan orang lain; kelima, perilaku, artinya, para peserta 
didik diajarkan mengenai perilaku yang benar dan baik kepada sesama 
dan lingkungannya. Dalam kerangka itu, para pendidik menjadi teladan 
dan memberi contoh bagaimana perilaku yang mencerminkan nilai-nilai 
moral; keenam, pengalaman lahir dan batin (nglakoni, ngrasa), artinya, para 
peserta didik diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman melalui 
kegiatan nyata berupa pekerjaan yang bermanfaat untuk perkembangan 
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pribadi dan kehidupan sosialnya. Mereka dibiasakan untuk merefleksikan 
apa yang telah dialaminya dan menemukan nilai-nilai didalam pengalaman 
hidupnya sehari-hari.17
Semboyan18
Asas Pancadharma dan metode among di atas diterapkan di Perguruan 
Taman Siswa secara serentak atau terintegrasi dengan semboyan pendidikan 
Ki Hadjar Dewantara yakni: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madyo Mangun 
Karso, Tut Wuri Handayani. Pada hakekatnya, semboyan pendidikan tersebut 
mengharuskan pamong atau pendidik selama proses pendidikan agar menjadi 
role model, teladan, dan contoh bagi para peserta didik dalam menerapkan 
nilai-nilai moral. Sebagai demikian, semboyan-semboyan tersebut tetap 
relevan untuk diterapkan di segala jaman. Pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha. 
Semboyan ini menegaskan bahwa seorang pendidik wajib menjadi teladan. 
Ia adalah orang pertama yang memberikan teladan dalam menerapkan 
nilai-nilai moral yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan dalam setiap 
mata pelajaran. Artinya, pendidik adalah pemimpin, orang pertama yang 
melakukan dan menerapkan nilai-nilai moral dan memiliki budi pekerti 
yang luhur. Perkataan dan perbuatannya yang mencerminkan penguasaan 
ilmu dan kedewasaan moralnyasebagai insan terdidik sehingga ia pantas 
diteladani oleh para muridnya. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, 
kehadiran pendidik dalam proses pendidikan menumbuhkan minat belajar 
dan berkarya bagi para peserta didiknya. Pendidik, melalui tindakan dan 
perkataannya,memengaruhi para peserta didik untuk kreatif dan produktif 
dalam berkarya secara selaras dengan nilai-nilai moral. Ketiga, Tut Wuri 
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Handayani. Artinya, dalam proses pendidikan pendidik berperan orang 
yang mendukung, menyemabngati, menopang, dan mendorong para peserta 
didiknya untukberhasil. Pendidik senantiasa menganjurkan dan mendorong 
para peserta didiknya untuk bertumbuh, berkembang, dan berkarya 
sesuai dengan nilai-nilai moral demi membangun hidup yang berkualitas, 
pengabdiankepada masyarakat dan d berpihak kepadakelestarian lingkungan 
hidup.
4. CITRA PRIBADI YANG BERKARAKTER POSITIF
Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yang memadukan 
pengajaran ilmu dan penyadaran akan nilai-nilai moral berpotensi untuk 
membangun karakter positif para peserta didik. Citra pribadi yang 
berkarakter positif adalah mengalami dan memiliki kemerdekaan lahir dan 
batin. Deskripsi Ki Hadjar Dewantara tentang pribadi yang berkarakter 
positif (berbudi pekerti yang luhur) adalah: Pertama, dapat berdiri sendiri 
(zelfstanding): memiliki daya juang, memiliki kedaulatan diri, mempu secara 
kreatif dan bermartabat memenuhi tuntutan-tuntutan hidup.Kehidupannya 
tidak terikat pada kehendak dan kemauan orang lain secara sepihak sehingga 
luput dari pembodohan dan penindasan. Namun, ia selalu menghormati 
kedaulatan dan kemerdekaan orang lain (sesama, masyarakat, dan bangsa 
lain). Kedua, tidak tergantung kepada orang lain (onafhankelijk). Pribadi yang 
berkarakter positif selalu berpikir positif. Ia mandiri dan optimistis dalam 
kehidupannya. Secara moral ia adalah sosok yang memiliki kemandirian 
moral. Ketiga, dapat mengatur dirinya sendiri (vrijheid, zelfsbeschikking): 
pribadi yang gerkarakter positif menjalani hidup tidak berdasarkan hasrat dan 
BARTOLOMEUS SAMHO   STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 
SEKTOR PENDIDIKAN FORMAL: TELAAH BERDASARKAN PANDANGAN KI 
HADJAR DEWANTARA
 33 Respons 22 (2017) 01
keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan yang wajar dan real. Oleh karena itu, 
iamampu menguasai diri, sabar, rendah hati,jujur, adil, bertanggungjawab 
dalam kehidupan, menunaikan kewajiban-kewajiban sosialnya, menjalin 
relasi yang harmonis dengan sesame dan lingkungan hidup.
5. PENUTUP
Pendidikan pada hakekatnya adalah upaya untuk mengoptimalkan 
potensi-potensi manusia secara holistik, agar berguna untuk membantunya 
terus belajar, bertumbuh, dan berkembang dalam hidup yang berkualitas 
humanum religiosum: beres relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan 
relasi dengan lingkungan hidup. Dalam perspektif itu, pendidikan yang ideal 
adalah yang bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi berilmu, beriman 
kepada Tuhan, dan bermoral. Dalam prosesnya, para peserta didik diajar dan 
dididik untuk mengetahui, memahami, menyadari, melakukan, menemukan, 
dan mengalami keilmuan dan nilai-nilai moraldi dalam kehidupan nyata. 
Dalam kerangka itu, para pendidik berperan menjadi model,teladan, dan 
contoh dalam perilaku yang bermoral.
Bila kiblat lembaga pendidikan kembali di arahkan kepada pendidikan 
karakter secara holistik,  kita boleh berharap bahwa insan terdidik di masa 
yang akan datang adalah sosok-sosok yang selain berilmu (pintar dan cerdas), 
terampil berkarya, beriman kepada Tuhan, juga berbudaya, bermoral, dan 
bijaksana sehingga ia berprikemanusiaan dalam praksis kehidupannya.
Kualitas pribadi terdidik macam itu memang terkesan begitu ideal dan langka, 
tapi bukan tidak mungkin digapai.Setiap insan yang berkehendak baik 
dan berkomitmen pada nilai-nilai moral atau yang hidupnya berlandaskan 
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prinsip-prinsip dan keutamaan-keutamaan moral,19memiliki peluang ke 
arah itu. Maka tantangan lembaga pendidikan masa kini, negeri dan swasta, 
adalah bagaimana praksis pendidikan menjadi ajang untuk mengajarkan 
ilmu kepada para peserta didik dan sekaligus membangun moralitas mereka.
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18 Bartolomeus Samho, Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, Tantangan dan 
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19 Pribadi yang bersikap baik, berkeadilan, hormat pada diri sendiri; memiliki 
kejujuran, berani menunjukkan otentisitas diri, kesediaan untuk bertanggungjawab, 
kemandirian dan keberanian moral, kerendahan hati, dan rela berkorban demi kebahagiaan 
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